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ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
( Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan )

OLEH

ANCE SINAGA
NPM : 058 400 001
BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi merupakan bentuk sosial yang merusak struktur pemerintah, dan menjadi
hambatan bagi pembangunan.Korupsi juga merupakan produk dari sikap hidup satu
kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai
kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan berkelebihan
uang bias masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati.Dan mereka
juga menduduki status sosial yang tinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan
( field reseach ) demi mencari data — data yang seakurat — akuratnya pada pihak yang
terkait langsung dengan pembahasan tulisan ini.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang
pengertian dari korupsi dan apa yang memyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi
yang ditinjau dari aspek kriminologi.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka sebagaimana hukuman yang
dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan : 2. 421/
Pid. B / 2004 / PN. Mdn, atas pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dr.
Daniel Ginting, MMR. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dengan
denda Rp. 50.000.000. Dengan itu penulis menarik suatu kesimpulan bahwa upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan dengan
seefektif mungkin dan mencapai hasil yang optimal, apabila tidak disertai dengan
pemahaman di dalam mempersepsikan ketentuan — ketentuan Undang — Undang yang
berlaku.
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BABI

PENDAHULUAN

Peraturan perundang — undangan ( legislation ) merupakan wujud dari politik
hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang — undang pemberantasan
tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa
Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini Gaung
pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk disampaikan dalam teks
pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat meléiui
LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi .
Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakukan dibanyak ruang
seminar, dan pembahasan booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Perlawanan terhadap
korupsi juga dijewatahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi
(KPK).

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk
menghindar dari tuntutan hukum. Kasus korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus
paling dikenal yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Padahal penyelesaian
kasus — kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroni nya, dana BLBI dan
kasus — kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan
ekonomi di Indonesia. Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption : The

Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan
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permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi
biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan
kekuasaaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial politik
vang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila
kehidupan sosial politiknya toleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi
tumbuh subur. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial ckonomi tak pasti
( uncertenly ). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan
peluang bisnis yang sehat. Selalu menjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi
dan bisnis. Sektor swasta sering melihat hal im sebagai resiko terbesar yang harus
ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Invesment
( ROI') yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi
juga sulit diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan korupsi merupakan
perbuatan buruk, seperti penggelapan, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang — undangan yang mengatur tentang pidana korupsi.

Jadi perundang — undangan Republik Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai salah
satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat Ekonomi Pancasila, dalam artikelnya
menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan
xorupsi, yang kini kita lunakkan menjadi “ KKN “. Perubahan nama dari korupsi menjadi

KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan
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oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan
pertumbuhan vyang signifikan. Korupsi ada di semua sistem sosial feodalisme,
kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Dibutuhkan Law effort sebagai mekanisme
sosial untuk meyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko
suap menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi koruptor. Korupsi di
Indonesia telah membawa disharmonisasi politik — ekonomi — sosial, grafik pertumbuhan
jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di
Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai kehidupan. Pertama,
karena melemahnya nilai — nilai social, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama
dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual dan menjadi
ctika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang.  Kedua, tidak ada
transparansi dan tanggung gugat system integritas publik. Biro pelayanan publik
digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata — mata
demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan
publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di
Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktek korupsi
dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Sayangnya sekarang ini tidak ada tanda
— tanda kita mampu dan mau mengatasi masalah korupsi, meskipun korupsi sudah benar
- benar merebak secara mengerikan. Lebih parah lagi ilmu ekonomi malah cenderung
tidak berani melawan korupsi karena dianggap tidak perlu mengganggu pembangunan.
Mubaryanto menjelaskan, kunci dari permasalahan korupsi adalah keberpihakaﬁ

pemerintah pada keadilan. Korupsi harus dianggap menghambat perwujudan keadilan
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social, pembagunan social, dan pembangunan moral. Jika sekarang korupsi telah
menghinggapi anggota — anggota legislatif di pusat dan di daerah, bahayanya harus
dianggap jauh lebih parah karena mereka ( anggota DPR/DPRD ) adalah wakil rakyat.
Jika wakil — wakil rakyat sudah ** berjamaah ** dalam berkorupsi maka tindakan ini jelas
tidak mewakili aspirasi rakyat. Jika sejak krisis multidimensi yang berawal dari krismon
1997 / 1998 ada anjuran serius agar pemerintah berpihak pada ekonomi rakyat ( dan tidak
lagi pada konglomerat ), dalam bentuk program — program pemberdayaan ekonomi
rakyat, maka ini berarti harus ada keadilan politik. Kita menghimbau para filsuf dan
ilmuwan — ilmuwan sosial, untuk bekerja keras dan berpikir secara empirik — induktif,
vaitu selalu menggunakan data — data empirik dalam berargumentasi, tidak hanya
berpikir secara teoritis saja, lebih — lebih dengan selalu mengacu pada teori — teori Barat.
Dengan berpikir empirik kesimpulan — kesimpulan pemikiran yang dihasilkan akan
langsung bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan masa sekarang.
Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembang
sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang
menguntungkan diri sendirt atau kelompok, yang mengkesampingkan kepentingan
publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat — rapat kesempatan rakyat lemah untuk
menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan yang
paling ampuh untuk melawan korupsi di Indonesia. Pertama, mulai dari meningkatkan
standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional. Tata pemerintahan
modern mengedepankan sistem tanggung gugat, dalam tatanan seperti ini harus muncul

pers yang bebas dengan batas — batas undang — undang yang juga harus mendukung
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terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Demikian pula
dengan pengadilan. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatif,
tidak lagi menjadi hamba penguasa. Namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan
kedaulatan hukum dan peraturan. Dengan demikian akan terbentuk lingkaran kebaikan
yang memungkinkan seluruh pihak untuk melakukan pengawasan, dan pihak lain
diawasi. Setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun pilar — pilar
bangunan integritas nasional yang melakukan tugas — tugasnya secara efektif, dan
berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang berisiko sangat tinggi
dengan hasil yang sedikit. Kedua, hal yang paling sulit dan fundamental dari semua,
perlawanan terhadap korupsi adalah bagaimana membangun kemauan politik ( p_oliticél
will ). Kemauan politik yang dimaksud bukan hanya sekadar kemauan para politisi dan
orang — orang yang berkecimpung dalam ranah politik. Namun, ada yang lebih penting
sekedar itu semua. Yakni, kemauan politik yang termanifestasikan dalam bentuk
keberanian yang didukung oleh kecerdasan sosial masyarakat sipil atau warga negara dari
berbagai elemen dan strata sosial. Sehingga jabatan politik tidak lagi digunakan secara
mudah untuk memperkaya diri, namun sebagai tanggung jawab untuk mengelola dan
bertanggung jawab untuk merumuskan gerakan mencapai kehidupan berbangsa dan
bernegarﬁ yang baik. Biasanya resiko politik merupakan hambatan utama dalam melawan
gerusan korupsi terhadap pembangunan ekonomi nasinal. Oleh sebab itu, mengapa
kesadaran masyarakat sipil penting ?. Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para
politisi dan pejabat Negara tergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan

social politik dari masyarakat sipil — lah yang memaksa para politisi dan pejabat Negara
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seluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan
wisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung
Zalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat
Ziperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit
Ziprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan
serbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
“envelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
sasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan
oeraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi
cerundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagat salah satu
uindak pidana.

Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang
Lorupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang
<ini kita lunakkan menjadi “KKN”. Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini
barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme.
Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak “penggantian” ini tidak baik karena KKN
iernyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan
dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan

nepotisme.
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BAB III
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH

PEJABAT NEGARA

\. Pengertian Pejabat Negara

Pengertian Pejabat Negara secara harafiah dapat diartikan sebagai orang yang
mienerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dapat juga diartikan
scbagal orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
Zzn keuangan negara atau daerah.

Faktor — faktor penyebab terjadinya suatu tindakan korupsi antara lain :
Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab
langsung kepada rakyat, seperti yang terlihat di rezim — rezim yang bukan
demokratik.

». Kurangnya transparansi di pengambil keputusan pemerintah.

:. Kampanye — kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari
pendanaan politik yang normal.

i Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri — sendiri dan jaringan teman lama.

~ Lemahnya ketertiban hukum.

2 Lemahnya profesi hukum.

a. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan
dengan efeksif dan mencapai hasil yang optimal, apabila tidak disertai dengan
pemahaman didalam mempersepsikan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku.
Disamping itu juga diperlukan sikap dan kemampuan yang lebih profesionalitas aparat
penegak hukum dalam memberantas korupsi.

2. Faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :
 Lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

» Maraknya praktek mafia peradilan

» Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara terselubung dan terorganisir sehingga
mempersulit aparat penegak hukum dalam penyidikan maupun pembuktiannya di
pengadilan..

* Pola perilaku korupsi selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, sementara
tingkat kemampuan dan keahlian aparat hukum cenderung bersifat tetap dan statis karena
minimnya penyegaran kemampuan dan keahlian pihak yang berwenang melalui

pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan pelatihan-pelatihan yang memiliki
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b. Unsur melawan hukum, yang mana bahwa melawan hukum mencakup
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu
meskipun perbuatan tersebut diatur di dalam perundang — undangan
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai
dengan rasa keadilan atau norma — norma kehidupan social dalam
masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

¢. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, yang mana bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jika
salah satu terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

d. Unsur dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana bahwa Kkata
dapat pada unsur yang merugikan keuangan Negara, menjadikan delik ini
menjadi delik formal, kerugian keuangan Negara atau perekonomian
Negara tidak mesti sudah terjadi tetapi cukup bila berpotensi
menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara

e. Unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan terdiri dari beberapa
perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang
sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yang mana bahwa perbuatan
yang dilakukan tersebut adalah merupakan terdiri dari beberapa perbuatan
yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai

suatu perbuatan yang diteruskan.
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